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BERITA DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

NOMOR 45 TAHUN 2016 
 

 

NOMOR    45     TAHUN  2016 
 

TENTANG 

 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
 

Menimbang :  Bahwa agar penyelenggaraan pembangunan 

daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Barat khususnya kegiatan 

kegiatan yang dibiayai dengan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
dapat terlaksana secara efisien dan efektif 

sesuai peraturan perundang- undangan 
yang berlaku, perlu disusun suatu 

mekanisme keija yang baku dalam 
melaksanakan pengendalian di bidang 
pembangunan daerah; 

 
Mengingat  :  1.  Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 

tentang Pembentukan Daerah – Daerah 

Otonom Provinsi Kalimantan Barat, 
Kalimantan Selatan dan Kalimantan 

Timur (Lembaran Negara Republik 

 

S A L I N A N 
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Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1106); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049); 
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali 
dan terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 

2000 tentang Kedudukan Keuangan 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor  24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana 
telah diubah beberapa kali dan terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga 

Atas PeraturaN Pemerintah Nomor  24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4712); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor  54 Tahun 
2005 tentang Pinjaman Daerah 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4574); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 
2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 
2005 tentang Hibah Kepada Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4577); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 
2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5165); 

17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah, sebagaimana telah diubah 
beberapa kali dan terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, 
Perubahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5655); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
dan terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 310); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

52 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 
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20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3); 

21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 

tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Tahun Anggaran 2016 (Lembaran 

Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 
2015 Nomor 11); 

22. Peraturan Gubemur Nomor 84 Tahun 
2015 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2016 sebagaimana telah 
diubah beberapa kali dan terakhir 
dengan Peraturan Gubemur Nomor 22 

Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat 
Atas Peraturan Gubernur Nomor 84 

Tahun 2015 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita 

Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 
2016 Nomor 22); 

 
 

M E M U T U S K A N: 

 
Menetapkan    : PERATURAN GUBERNUR TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2016. 
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Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2016 semula berjumlah Rp. 4.861.612.670.000,00 
berkurang sejumlah Rp. 215.924.014.839,34 sehingga 

menjadi Rp. 4.645.688.655.160,66 dengan rincian sebagai 
berikut: 
 

1. Pendapatan: 
a. Semula Rp. 4.761.612.670.000,00 
b. Berkurang Rp  (125.035.444.334,00) 

Jumlah pendapatan 
Setelah perubahan Rp. 4.636.577.225.666,00 

 
2. Belanja: 

a. Semula Rp. 4.781.612.670.000,00 

b. Berkurang Rp. (145.924.014.839,34) 
Jumlah belanja 
Setelah perubahan Rp. 4.635.688.655.160,66 

Surplus/Devisit setelah 
Perubahan Rp. 888.570.505,34 

 
3. Pembiayaan: 

a. Penerimaan 

1) semula Rp. 100.000.000.000,00 
2) bertambah Rp. (90.888.570.505,34) 

Jumlah penerimaan 
Setelah perubahan Rp. 9.111.429.949,66 

 

b. perubahan 
1) semula Rp. 80.000.000.000,00 
2) bertambah Rp. (70.000.000.000,34) 

Jumlah pengeluaran 
setelah perubahan Rp. 10.000.000.000,00 

Jumlah pembiayaan netto 
Setelah perubahan Rp. (888.570.505,34) 
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Pasal 2 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan dirinci 
lebih lanjut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, yang terdiri dari: 

a. Lampiran I:Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD 

b. Lampiran II:Penjabaran Perubahan APBD menurut 

Urusan Pemerintah dan Organisasi 

c. Lampiran III:Daftar Nama-Nama Penerima, Alamat 
dan Besaran Alokasi Hibah yang diterima Tahun 

Anggaran 2016; 

d. Lampiran IV:Daftar Nama-Nama Penerima, Alamat 

dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial yang diterima 
Tahun Anggaran 2016. 

 

 
Pasal 3 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat. 

 
Ditetapkan di Pontianak 

Pada tanggal  27  Oktober  2016 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 
 

T.T.D 
 

CORNELIS 
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Diundangkan di Pontianak 

Pada tanggal  21  Oktober  2016 

SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
 

T.T.D 

 

M. ZEET HAMDY ASSOVIE 
 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
TAHUN 2016 NOMOR 


